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PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia

Tel. : (021) 2505252, 2505353 
Fax. : (021) 2505205 

 email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id
www.cimbniaga.com

JADWAL
Tanggal Efektif : 8 November 2018 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 21 Agustus 2019
Masa Penawaran Umum : 14 – 16 Agustus 2019 Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik : 21 Agustus 2019
Tanggal Penjatahan : 19 Agustus 2019 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 22 Agustus 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA 
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA 
INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Kantor Pusat

Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (021) 2505252, 2505353 
Faksimili: (021) 2505205 

www.cimbniaga.com
 email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Kantor Jaringan
134 Kantor Cabang Domestik, 259 Kantor Cabang Pembantu, 38 Kantor Kas 

(termasuk 27 Digital Lounge), 
11 Payment Point, 24 Kantor Cabang Syariah, 

3 Kantor Kas Syariah,  dan 
4.497 Jaringan ATM termasuk ATM Syariah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA

DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2018 
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2019 

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai 
bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut : 

Seri A	 :	 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp635.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi 
Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,75% (tujuh belas 
koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka 
waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan 
secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 31 Agustus 2020.

Seri B	 :	 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp936.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan 
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 19,75% (sembilan 
belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. 
Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet 
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Agustus 2022.

Seri C	 :	 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan 
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 20,63% (dua puluh 
koma enam tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka 
waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) 
sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Agustus 2024.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan 
tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 21 November 2019 sedangkan 
pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah. 

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN 
BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DITUJUKAN SEBAGAI 
PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAPAT 
DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN 
DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. 

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI 
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) :

idAAA (sy) (Triple A Syariah)
KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH

PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA PT DANAREKSA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk.

Pencatatan atas Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM 
MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. 

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN 
UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2019      

PENAW
ARAN UM

UM
 BERKELANJUTAN SUKUK M

UDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIM
B NIAGA TAHAP II TAHUN 2019



PT Bank CIMB Niaga Tbk. selanjutnya disebut Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Sukuk Mudharabah sehubungan 
dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. 008/
DIR/IX/2018 tanggal 10 September 2018, perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang 
Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya 
(“UUPM”), dan telah menerima surat dari OJK No. S-158/D.04/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan 
Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 
dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ini, Perseroan telah melakukan Penawaran 
Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu 
triliun Rupiah). Perseroan akan menerbitkan dan mencatatkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 
(“Sukuk Mudharabah”) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan nilai pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Apabila 
syarat-syarat pencatatan Sukuk Mudharabah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah akan dibatalkan dan uang 
pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah sesuai dengan 
ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 24/POJK.03/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas 
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) Nomor 36/SEOJK.03/2015 tanggal 31 Desember 
2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah menyampaikan Permohonan Persetujuan 
Penerbitan Produk Baru sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga dengan target dana sebanyak-
banyaknya sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) , dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat dalam administrasi 
pengawasan perbankan OJK sesuai dengan surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-3/PB.132/2018 tanggal 14 Februari 2018. 

Berdasarkan PBI No. 21/1/PBI/2019 dan PADG No. 21/3/PADG/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank Dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam 
Valuta Asing, Perseroan tidak menyampaikan permohonan izin kepada Bank Indonesia sehingga Sukuk Mudharabah ini hanya terbatas 
ditawarkan kepada orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 
1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana definisi penduduk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas 
kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, 
norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan 
atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa memperoleh 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan 
merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN 
SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, 
MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA 
PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN 
TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI 
LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI 
INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING 
LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN 
TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA 
DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.
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Perseroan (“Akta Perubahan 40/2017”). Akta Perubahan 40/2017 telah diberitahukan kepada MenKumHam dan telah 

 



xii

 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

 

audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh KAP Tanudiredja, Wibisana



xiii

 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

 

audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh KAP Tanudiredja, Wibisana

  

  
  

  
  
  

  

  

 

 
 



xiv

 

 



xv

 

 

 



1

 

(“SUKUK ”)

Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk 
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(“Akta 
No 25 tanggal 15 April 2019”) 

dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (“Akta No 
”)
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No 25 tanggal 15 April 2019”) 

dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (“Akta No 
”)

Kepatutan Sdr. Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz selaku Komisaris Utama Perseroan
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PT CIMB Niaga Sekuritas (“CNAS”) didirikan

(”Akta Pendirian 
CNAS”)

• 
• 

0265657 tanggal 19 November 2018 (“Akta No. 17/2018”) sebagaimana ditegaskan kembali setelah 
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, PT Bank Permata Tbk (“Permata Bank”) bertindak sebagai Wali Amanat 
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Widyawan & Partners 
The Energy, 9th Floor 
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 
Jakarta 12190, Indonesia 
Telephone (+62) 21 2995 1500 
Facsimile (+62) 21 2995 1501 

This communication is confidential and may be privileged or otherwise protected by work product immunity. 

Kepada Yth,

PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Gedung Graha Niaga, Lt.14
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Indonesia 
Up. Direksi 

1 Agustus 2019

Dengan hormat

Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 

Sehubungan dengan maksud PT Bank CIMB Niaga Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan 
di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”), untuk melakukan Penawaran Umum 
Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 dengan 
jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), dan untuk 
memenuhi ketentuan UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, kami dari Kantor Konsultan 
Hukum Widyawan & Partners, yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan Surat Tanda 
Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-123/PM.2/2018, atas nama Yolanda Ilona 
Rouli Hutapea SH., dan telah terdaftar di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 
201013, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. No. 061/DIR/VII/2019 
tanggal 3 Juli 2019 untuk melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum atas Perseroan, 
sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 dengan target dana Sukuk Mudharabah yang 
akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), jumlah 
mana yang merupakan sebagian dari jumlah target dana yang akan dihimpun oleh Perseroan 
secara bertahap melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, yaitu 
secara keseluruhan sebesar Rp.4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) yang akan dicatatkan 
pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), di mana penawaran tersebut akan dilakukan dengan 
perincian sebagai berikut:

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 
dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), di mana 
seluruhnya akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh para Penjamin Emisi, 
yang terdiri dari: 

(a) Sukuk Mudharabah Seri A yang akan ditawarkan dalam jumlah Rp635.000.000.000,- (enam 
ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan indikasi bagi hasil sebesar 7,10% per tahun dan 
nisbah sebesar 17,75% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, berjangka waktu 370 hari 
kalender sejak tanggal emisi;  
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(b) Sukuk Mudharabah Seri B yang akan ditawarkan dalam jumlah 936.000.000.000,- (sembilan 
ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan indikasi bagi hasil sebesar 7,90% per tahun 
dan nisbah sebesar 19,75% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, berjangka waktu 3 tahun 
sejak tanggal emisi; dan 

(c) Sukuk Mudharabah Seri C yang akan ditawarkan dalam jumlah Rp429.000.000.000,- 
(empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan indikasi bagi hasil sebesar 8,25% 
per tahun dan nisbah sebesar 20,63% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, berjangka 
waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. 

Masing-masing sukuk diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk yang diterbitkan oleh 
Perseroan untuk didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan akan 
didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI, jumlah mana merupakan 
sebagian dari jumlah target dana sukuk yang akan dihimpun oleh Perseroan secara bertahap 
melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, yaitu secara 
keseluruhan sebesar Rp.4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) (selanjutnya disebut 
“Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II”).

Sampai dengan tanggal dari Pendapat Hukum ini, Perseroan berencana untuk mempergunakan 
dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II (setelah 
dikurangi biaya-biaya emisi) seluruhnya untuk menunjang kegiatan pembiayaan Syariah. 
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK 30/2015”), 
Perseroan sebagai emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang wajib 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran 
Umum Efek telah direalisasikan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK. Jika 
Perseroan melakukan perubahan terhadap penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat 
utang, Perseroan juga wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahannya kepada Otoritas 
Jasa Keuangan (“OJK”) paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 
Efek bersifat utang dan rencana perubahan tersebut wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Efek bersifat utang.

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II ini diperingkat oleh 
PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, 
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang 
Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK 36/2014”).

Uji Tuntas sebagaimana disampaikan dalam Informasi Tambahan Laporan Hasil Uji Tuntas 
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II (“Informasi 
Tambahan LHUT PUB Sukuk I Tahap II”) dilakukan sejak 11 Juli 2019 hingga tanggal 
dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, namun penyusunan Informasi Tambahan LHUT PUB Sukuk I 
Tahap II dan Pendapat Hukum ini juga dibuat berdasarkan:

(i) fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan yang timbul sejak Laporan 
Hasil Uji Tuntas sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Tahap I dan 
Penawaran Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 (“LHUT PUB 
Sukuk I Tahap I dan Obligasi Subordinasi III”) dan Pendapat Hukum Umum Sukuk 
Mudharabah I Tahap I dan Penawaran Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 tanggal 30 
Oktober 2018 dan Pernyataan Efektif dari OJK melalui surat No.S-158/D.04/2018 tanggal 8 
November 2018 terhadap pernyataan pendaftaran Perseroan berkenaan dengan 
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga 
Tahap I Tahun 2018; 
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(ii) pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami 
peroleh dari Perseroan, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang 
diberikan oleh anggota Direksi, wakil dan/atau pegawai Perseroan, yang hasilnya termuat 
dalam Informasi Tambahan LHUT PUB Sukuk I Tahap II atas Perseroan, yang menjadi dasar 
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini; dan

(iii) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Dalam Pendapat Hukum ini referensi terhadap "Anak Perusahaan" mempunyai arti perusahaan di 
mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham 
perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam 
laporan keuangan Perseroan, dan referensi terhadap "Anak Perusahaan Asosiasi" mempunyai 
arti di mana Perseroan memiliki pengaruh signifikan namun tidak sampai mengendalikan 
perusahaan-perusahaan tersebut di mana dalam hal ini Perseroan memiliki antara 20% - 50% dari 
seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut.
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas 
serta berdasarkan asumsi-asumsi di bawah ini dan dengan merujuk pada LHUT PUB Sukuk I Tahap 
I dan Obligasi Subordinasi III serta dengan menaati kode etik dan Standard Profesi Konsultan 
Hukum Pasar Modal, lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 berikut perubahan-perubahannya, termasuk 
Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XII/2012 tanggal 6 
Desember 2012 dan Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.01/KEP-
HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, tentang Perubahan Standar Profesi tentang Pemeriksaan 
atas Perkara yang Melibatkan Perusahaan (“Standar HKHPM”) sebagai konsultan hukum yang 
bebas dan mandiri yang ditunjuk Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai 
berikut: 

1 Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan No. 90 tanggal 26 September 1955 yang diubah dengan Akta No. 9 tanggal 4 
November 1995 keduanya dibuat di hadapan Raden Messter Soewandi, Notaris di Jakarta 
dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang MenKumHam) dengan 
surat Keputusan No. J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1995, adalah suatu perseroan 
terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di BEI yang merupakan 99% 
dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan. 

2 Setelah LHUT PUB Sukuk I Tahap I, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami 
perubahan. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.40 tanggal 18 September 
2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di kota Administrasi Jakarta 
Selatan mengenai perubahan pasal 7, pasal 11, pasal 11 ayat 3, pasal 12, pasal 13, pasal 
14, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya 
menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (“Akta Perubahan 
40/2017”). Akta Perubahan 40/2017 telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (“MenKumHam”) dan telah diterima sebagaimana dibuktikan melalui 
Surat MenKumHam No. AHU-AH.01.03-0177066 tanggal 3 Oktober 2017 tentang 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

3 Anggaran Dasar Perseroan telah memuat seluruh ketentuan yang diprasyaratkan dalam 
Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan 
yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan 
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Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia.

4 Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan kegiatan usaha pokok Perseroan adalah 
menjalankan usaha di bidang bank umum, dan Perseroan telah membedakan antara 
kegiatan usaha pokok dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana diatur dalam ketentuan 
butir 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1. Perseroan telah menjalankan kegiatan 
usahanya tersebut sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia.

Selain itu, Perseroan menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah dan Perseroan telah memiliki izin-izin yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan 
usaha tersebut.

5 Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, selama dua tahun terakhir tidak terdapat 
perubahan susunan permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 2.900.000.000.000,00 

Modal ditempatkan dan disetor : Rp 1.612.257.325.350,00 

Modal dasar Perseroan terbagi atas:

(a) 71.853.936 saham Kelas A masing-masing dengan nilai nominal Rp 5.000,00 per 
saham; dan 

(b) 50.814.606.400 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp 50,00 per 
saham; dan 

Semua saham Perseroan yang telah dikeluarkan baik saham Kelas A maupun Kelas B 
adalah saham biasa atas nama dan setiap saham mempunyai hak yang sama.

6 Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh PT Bima Registra yang ditunjuk 
sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, sampai dengan 29 Maret 2019, susunan 
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase 
(%)

CIMB Group Sdn. Bhd – Kelas B 22.991.336.581 91,48 

PT Commerce Kapital – Kelas B 255.399.748 1,02 

Masyarakat (<5%) – Kelas A 71.853.936 0,29 

Lainnya (<5% termasuk Treasury) – Kelas B 1.813.016.578 7,21 

Total 25.131.606.843 100,00 

Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh 
Perseroan, tidak terdapat perubahan atas susunan pemegang saham sebagaimana 
diuraikan di dalam tabel di atas sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 
Pendapat Hukum ini.

7 CIMB Group Sdn. Bhd sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan merupakan 
perusahaan atau badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara 
Malaysia, berdasarkan Memorandum of Association tanggal 18 Agustus 2005, beralamat di 
CIMB Building Lantai 5, Jalan Semantan, Damansara Heights, Kuala Lumpur 50490, 
bergerak di bidang usaha investasi. 
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8 Di samping Daftar Pemegang Saham, Perseroan juga telah memiliki Daftar Khusus sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9 Struktur modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan di atas adalah benar dan 
telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kepemilikan saham CIMB Group Sdn. Bhd. sebesar 91,48% dari 
jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan tunduk pada Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan 
Saham Bank Umum namun dikecualikan berdasarkan Pasal 9 peraturan OJK tersebut 
mengingat bahwa jumlah kepemilikan saham tersebut telah memperoleh persetujuan Bank 
Indonesia dan kepemilikan saham tersebut telah dimiliki sebelum tanggal 13 Juli 2012, 
namun Perseroan tetap berkewajiban menjaga hasil penilaian tingkat kesehatan bank 
dan/atau penilaian Good Corporate Governance (GCG)-nya pada peringkat 1 atau 2.

10 Perseroan telah melakukan pelaporan kepada OJK berdasarkan Surat No. 008/VH/KP/2019 
tanggal 22 Januari 2019 tentang Penyampaian Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 
Umum Mengenai Self Assessment dari Perseroan dan Anak Perusahaan (Konsolidasi). 
Berdasarkan hasil Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan (Risk Based Bank Rating) 
Semester II Tahun 2018, Perseroan berada pada Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 
2. 

11 Jumlah modal inti Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 (Tidak diaudit) (“Laporan 
Keuangan Maret 2019”), masuk dalam kategori BUKU 4 berdasarkan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan 
Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat 
melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing dan melakukan 
penyertaan paling tinggi sebesar 35% dari modal Perseroan pada lembaga keuangan di 
dalam dan/atau di luar negeri.

12 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 
tanggal 15 April 2019 (“Akta 15/2019”) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 93 tanggal 16 Mei 2019 (“Akta 93/2019”), 
keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta 
Selatan, yang mana Akta 15/2019 pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh 
MenKumHam melalui suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0221467 tanggal 26 April 2019 dan 
Akta 93/2-10 pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh MenKumHam melalui 
suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0266784 tanggal 20 Mei 2019, terdapat penunjukkan Sri 
Widowati dan Didi Syafruddin Yahya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang 
berlaku efektif setelah persetujuan OJK, pengunduran diri oleh Wan Razly Abdullah selaku 
Direktur Perseroan yang efektif sejak 1 Januari 2019, pengangkatan Lee Kai Kwong sebagai 
Direktur Perseroan baru serta pengangkatan kembali Tigor M. Siahaan selaku Presiden 
Direktur Perseroan, selanjutnya terdapat pengunduran Tengku Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz 
sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatannya menjadi Presiden Komisaris, 
pengunduran diri oleh Armida Salsiah Alisjahbana selaku Komisaris Perseroan yang efektif 
sejak 1 November 2018 dan pengunduran diri Mohamed Nazir Bin Tengku Abdul Aziz yang 
efektif sejak 19 Oktober 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Tigor M. Siahaan****)

Direktur : Rita Mas'Oen*)
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Direktur : Megawati Sutanto*)

Direktur : Vera Handayani*)

Direktur : John Simon***)

Direktur : Lani Darmawan*)

Direktur merangkap Direktur Kepatuhan : Fransiska Oei Lan Siem*)

Direktur : Hedy Maria Helena Lapian*)

Direktur : Pandji Pratama Djajanegara

Direktur : Rahardja Alimhamzah**)

Direktur : Lee Kai Kwong***)

*) Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada 
tahun 2020. 

**) Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada 
tahun 2021. 

***) Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada 
tahun 2022. 

****) Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada 
tahun 2023.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tengku Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz**)

Wakil Presiden Komisaris : Glenn Muhammad Surya Yusuf*)

Komisaris merangkap Komisaris 
Independen

: Zulkifli M. Ali*)

Komisaris merangkap Komisaris 
Independen

: Primoehadi Notowidigdo*)

Komisaris Independen : Jeffrey Kairupan*)

Komisaris : David Richard Thomas**)

Komisaris Independen : Sri Widowati***)

Komisaris : Didi Syafruddin Yahya***)

*) Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada 
tahun 2020. 

**) Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada 
tahun 2022. 

***) Efektif setelah persetujuan dari OJK
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah memperoleh 
persetujuan dari OJK dan telah memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai dengan 
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

13 Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan I Tahap II, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler Direksi No. 
005/CIR/DIR/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019 serta Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris 
Perseroan No. 085/Memo/CA/VII/19 tanggal 11 Juli 2019 yang merupakan kutipan dari 
Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 3/BOC/2019 tanggal 28 Mei 2019. 
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14 Dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya di bidang pasar modal dan perbankan, Perseroan telah membentuk komite-
komite dan satuan-satuan kerja, yaitu: 

(a) Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkuler 
Dewan Komisaris Perseroan No. 007/DEKOM/KP/IV/2016 tanggal 6 April 2016. 
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terdiri dari pihak internal Perseroan; 

(b) Komite Audit, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris 
Perseroan No. 007/DEKOM/KP/IV/2016 tanggal 6 April 2016. Komite Audit 
Perseroan terdiri dari pihak internal Perseroan dan pihak independen; 

(c) Komite Pemantau Resiko, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan 
Komisaris Perseroan No. 007/DEKOM/KP/IV/2016 tanggal 6 April 2016. Komite 
Pemantau Resiko Perseroan terdiri dari pihak internal Perseroan dan pihak 
independen; 

(d) Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), sesuai dengan Keputusan Sirkuler 
Direksi Perseroan No. 001/SIR/DIR/IX/2016 tanggal 21 September 2016 mengenai 
persetujuan penunjukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Ibu 
Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan (Compliance, Corporate Secretary & Legal)
merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan; 

(e) Piagam Satuan Kerja atau Unit Audit Internal (“SKAI”) Perseroan, sesuai dengan 
Surat No.024/HROB/HRS/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang mengalami 
beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali tertuang di dalam Piagam 
Internal Audit (Internal Audit Charter) tertanggal 28 Mei 2019; dan 

(f) Dewan Pengawas Syariah yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 24 tanggal 20 September 2016, 
dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta 
Selatan yang mana pemberitahuannya telah diterima oleh MenKumHam yang 
dibuktikan melalui Surat MenKumHam No. AHU-AH.01.03-0085858 tanggal 4 
Oktober 2016. Masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah telah memiliki izin 
Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, 
kecuali untuk Muhammad Quraish Shihab yang berdasarkan konfirmasi Perseroan 
bukan merupakan Ahli Syariah Pasar Modal. 

Pembentukan komite-komite dan satuan kerja sebagaimana diuraikan di atas wajib 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 
tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan 
Emiten atau Perusahaan Publik. Pembentukan SKAI telah dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Peraturan 
Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur 
Kepatuhan (Compliance Director) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi 
Bank Umum dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum 
(SPFAIB) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 
Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 
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Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

15 Sejak LHUT PUB Sukuk I Tahap I dan Obligasi Subordinasi III Tahun 2018, tidak terjadi 
perubahan terhadap komite-komite di atas selain perubahan susunan anggota Komite Audit 
yang sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan No. 
001/SIR/DIR/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, di mana Jeffrey Kairupan yang adalah 
Komisaris Independen sebelumnya Anggota Komite Audit menjadi Ketua Komite Audit dan 
Zulkifli M. Ali yang adalah Komisaris Independen sebelumnya Ketua Komite Audit menjadi 
Anggota Komite Audit, efektif sejak 1 Januari 2019, dan perubahan Piagam Internal Audit 
yang terakhir tertuang di dalam Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) tertanggal 28 
Mei 2019. 

16 Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan (sebagaimana diuraikan di bawah ini) telah 
memperoleh ijin-ijin penting yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari 
pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia dan ijin-ijin penting tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 
Pendapat Hukum ini.

17 Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan kami, Perseroan memiliki Anak Perusahaan 
yaitu (i) PT ClMB Niaga Auto Finance (“PT CNAF”), suatu perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pembiayaan, sebanyak 13.990.779 saham dengan nominal per saham sebesar 
Rp50.000,00 yang seluruhnya merupakan 99,93% dari seluruh jumlah seluruh modal 
ditempatkan dan disetor PT CNAF dan (ii) pada PT CIMB Niaga Sekuritas (“PT CNS”), suatu 
perusahaan yang bergerak dalam bidang pasar modal, sebanyak 990 saham dengan 
nominal per saham sebesar Rp50.000.000 yang seluruhnya merupakan 99% dari seluruh 
modal ditempatkan dan disetor PT CNS.

18 Selain itu berdasarkan Laporan Keuangan Maret 2019, Perseroan juga melakukan 
penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan berikut ini, yang merupakan perusahaan 
modal ventura kecuali PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, yang bergerak di bidang 
perbankan. 

Berdasarkan hal tersebut, daftar penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan dengan 
kepemilikan masing-masing di bawah 20% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan 
disetor, dengan jumlah kepemilikan langsung dan tidak langsung oleh Perseroan sebagai 
berikut:

(a) PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, dengan penyertaan sebesar 0,13% dari 
seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Bank Syariah Muamalat 
Indonesia Tbk. 

(b) PT Sarana Jatim Ventura, dengan penyertaan sebesar 5,81% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Jatim Ventura. 

(c) PT Sarana Yogya Ventura, dengan penyertaan sebesar 3,94% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Yogya Ventura. 

(d) PT Sarana Sumbar Ventura, dengan penyertaan sebesar 3,39% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Sumbar Ventura. 

(e) PT Sarana Bali Ventura, dengan penyertaan sebesar 3,81% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Bali Ventura. 

(f) PT Sarana Sulsel Ventura, dengan penyertaan sebesar 4,64% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Sulsel Ventura. 
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(g) PT Sarana Jateng Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,62% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Jateng Ventura. 

(h) PT Bhakti Sarana Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,71 % dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Bhakti Sarana Ventura. 

(i) PT Sarana Papua Ventura, dengan penyertaan sebesar 5,63% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Papua Ventura. 

(j) PT Sarana Lampung Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,53% dari seluruh 
jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Lampung Ventura. 

(k) PT Sarana Surakarta Ventura, dengan penyertaan sebesar 1,85% dari seluruh 
jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Surakarta Ventura. 

(l) PT Sarana Kalbar Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,45% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Kalbar Ventura. 

(m) PT Sarana Sulut Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,85% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Sulut Ventura. 

(n) PT Sarana Maluku Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,73% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Maluku Ventura. 

(o) PT Sarana Jambi Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,24% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Jambi Ventura. 

(p) PT Sarana Riau Ventura, dengan penyertaan sebesar 1,35% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Riau Ventura. 

(q) PT Sarana Aceh Ventura, dengan penyertaan sebesar 1,32% dari seluruh jumlah 
saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Aceh Ventura.  

(r) Lainnya (dibawah Rp 100 juta), dengan penyertaan sebesar 0,05 – 1,52% dari 
seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam jenis usaha Lembaga 
Pembiayaan/Leasing. 

19 Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan di berbagai lokasi 
di wilayah Indonesia sebanyak 305 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, 79 
bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang terletak di seluruh 
wilayah Indonesia yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha Perseroan.

Kepemilikan atas dan/atau penguasaan harta kekayaan berupa tanah dan bangunan 
Perseroan telah didukung oleh dokumen yang sah dan hak-hak Perseroan atas bidang-
bidang tanah dan bangunan tersebut masih berlaku, kecuali atas 6 bidang tanah dengan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan yang masih dalam proses perpanjangan. Seluruh tanah dan 
bangunan harta kekayaan Perseroan tersebut pada tanggal Pendapat Hukum ini tidak 
sedang dijaminkan kepada pihak lain.

20 Merek-merek yang dipergunakan Perseroan, yaitu POWER DEPOSIT, FESTIVAL X-TRA, 
TCB The Complete Banker, dan CINTA sudah terdaftar dan memperoleh Sertifikat Merek 
dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia.

21 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan Perseroan, 
sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki dan/atau menguasai kurang lebih 
113 bidang tanah yang memiliki luas keseluruhan kurang lebih 13.248.527 m2 dengan status 
kepemilikan tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas Satuan Rumah 



59
Halaman 10 dari 18 

Susun, tanah girik dan Hak Guna Usaha (untuk kebun sawit) serta 10 kios, yang dijadikan 
sebagai Agunan Yang Diambil Alih (“AYDA”) dari 98 debitur non-consumer di seluruh 
Indonesia yang telah menerima fasilitas kredit dari Perseroan akan tetapi gagal dalam 
pembayaran kembali kewajiban hutang debitur kepada Perseroan. 

Perseroan sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 juga memiliki dan/atau menguasai kurang 
lebih 54 bidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 33.154 m2 dengan status 
kepemilikan tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, tanah girik dan Hak Guna Usaha 
berupa AYDA dari 52 debitur consumer di seluruh Indonesia yang telah menerima fasilitas 
kredit dari Perseroan akan tetapi gagal dalam pembayaran kembali kewajiban hutang 
debitur kepada Perseroan. 

Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, khususnya AYDA, perolehan dan penguasaan 
AYDA oleh Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan mengacu pada harga pasar yang wajar. Berdasarkan 
Peraturan Bank Indonesia tersebut Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap 
AYDA yang dimiliki. Apabila Bank tidak melakukan penyelesaian terhadap AYDA yang 
dimilikinya maka Bank dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 52 UU Perbankan. Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang 
disediakan Perseroan, sepanjang periode Januari 2019 hingga Juni 2019 Perseroan telah 
melakukan penjualan AYDA dari debitur non-consumer sebanyak 5 bidang tanah. 
Sepanjang periode Januari 2019 hingga Juni 2019 Perseroan telah melakukan penjualan 
AYDA dari debitur consumer sebanyak 7 bidang tanah. Sampai dengan tanggal Pendapat 
Hukum ini, Perseroan tidak pernah menerima komunikasi dan/atau indikasi apa pun 
mengenai teguran atau sanksi administratif, baik secara lisan maupun tertulis, berdasarkan 
dan yang berhubungan dengan ketentuan AYDA di atas. 

22 Berdasarkan pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan 
telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada OJK 
yang material untuk melaksanakan kegiatan usahanya, sebagaimana disyaratkan dan 
ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi 
Laporan Bank sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 
tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan 
Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

23 Perseroan diwajibkan untuk memenuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip perbankan yang 
sehat di mana prinsip-prinsip perbankan yang sehat tersebut, antara lain mengenai: 

(a) Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio atau “CAR”) 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal 
Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum 
Konvensional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 
tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban 
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, ditetapkan bahwa Bank wajib 
menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. 
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Posisi CAR Perseroan dengan memperhitungkan risiko pasar, kredit dan 
operasional berdasarkan Laporan Keuangan Maret 2019, adalah sebesar 19,90%. 

(b) Batas Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”) 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 Tahun 2005 tanggal 20 
Januari 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 
No.8/13/PBI/2006 Tahun 2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang BMPK Bank Umum  
serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang 
BMPK dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum ditentukan bahwa BMPK 
kepada pihak terkait secara keseluruhan dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% 
dari modal bank, BMPK kepada pihak yang bukan merupakan pihak terkait dan 
BMPK kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait 
ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank. Berdasarkan Laporan Keuangan 
Maret 2019 tidak terdapat pelampauan dan pelanggaran atas BMPK baik kepada 
pihak terkait maupun pihak tidak terkait.

(c) Kredit Tidak Tertagih (Non Performing Loan atau “NPL”) 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2017 tanggal 7 
April 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, 
suatu Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan 
kelangsungan usahanya sehingga ditetapkan dalam pengawasan intensif Bank 
Indonesia apabila bank tersebut antara lain memiliki NPL secara netto lebih dari 5% 
dari total kredit atau total pembiayaan. Rasio NPL (netto) Perseroan berdasarkan 
Laporan Keuangan Maret 2019 adalah sebesar 1,42%. 

24 Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.121/MPP/Kep/2/2002 
tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 
Perusahaan, Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib menyampaikan Laporan 
Keuangan Tahunan Perusahaan (“LKTP”) kepada Kementerian Perdagangan untuk LKTP 
Tahun Buku 2018. Perseroan telah menyampaikan LKTP Tahun Buku 2018 berdasarkan 
Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan No. 0316/LKTP-
PT/5/2019 tanggal 27 Mei 2019 dari Kementerian Perdagangan.

25 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh 
Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi 
ketentuan yang berlaku di bidang tenaga kerja, yaitu antara lain mengenai kepesertaan 
seluruh karyawan Perseroan pada program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
untuk karyawan Perseroan yang merupakan warga negara asing. Selanjutnya, Perseroan 
wajib memenuhi ketentuan mengenai upah minimum provinsi atau upah minimum sektoral 
provinsi tenaga kerja yang berlaku di masing-masing wilayah di mana Perseroan melakukan 
kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
No. 114 tahun 2019 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019 
dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2019 tanggal 
22 Januari 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019, upah minimum 
sektoral provinsi untuk sektor perbankan di wilayah DKI Jakarta untuk tahun 2019 adalah 
sebesar Rp4.138.022,00 (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh dua Rupiah).

Kantor pusat Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembayaran upah minimum 
sektoral Provinsi DKI Jakarta, di mana upah terendah karyawan kantor pusat Perseroan 
adalah sebesar Rp4.216.217,00 (empat juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tujuh belas 
ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dalam slip gaji karyawan per bulan Juni 2019 dan 
konfirmasi yang telah disediakan Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap 
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dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, 
seluruh kantor cabang Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembayaran upah 
minimum provinsi atau upah minimum sektoral provinsi yang berlaku di masing-masing 
daerah di mana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

26 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajibannya 
terkait Wajib Lapor Ketenagakerjaan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja yang dibuktikan 
dengan diperolehnya formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Suku 
Dinas Tenaga Kerja terkait. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1981 
tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Perseroan dapat diancam pidana 
kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 (satu juta 
Rupiah), apabila tidak memenuhi kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan.

27 Perseroan dan Serikat Kerja Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama 
tanggal 2 Mei 2017 yang berlaku untuk periode tahun 2017-2019 dan telah disahkan oleh 
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
berdasarkan Keputusan berdasarkan Keputusan No. KEP/75/PHIJSK-PK/PKB/V/2017 
tanggal 30 Mei 2017. 

28 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh 
Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT CNAF telah memenuhi 
ketentuan yang berlaku di bidang tenaga kerja, antara lain mengenai kepesertaan seluruh 
karyawan Perseroan pada program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selanjutnya, PT CNAF wajib memenuhi ketentuan 
mengenai upah minimum provinsi atau upah minimum sektoral provinsi tenaga kerja yang 
berlaku di masing-masing wilayah dimana PT CNAF melakukan kegiatan usaha. 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 114 tahun 
2019 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019, upah minimum 
di wilayah DKI Jakarta adalah sebesar Rp3.940.973,096 (tiga juta sembilan ratus empat 
puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh enam Rupiah). Kantor pusat 
PT CNAF telah memenuhi ketentuan mengenai pembayaran upah minimum yang berlaku 
di Provinsi DKI Jakarta, di mana upah terendah karyawan kantor pusat PT CNAF adalah 
sebesar Rp 5.748.153 (lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh 
tiga Rupiah). Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen yang disediakan oleh 
Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh kantor cabang PT CNAF 
telah memenuhi ketentuan mengenai pembayaran upah minimum provinsi yang berlaku di 
masing-masing daerah di mana PT CNAF menjalankan kegiatan usahanya.

29 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT CNAF telah memenuhi kewajibannya 
terkait Wajib Lapor Ketenagakerjaan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja yang dibuktikan 
dengan formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Suku Dinas Tenaga 
Kerja terkait. Adapun hubungan hukum antara PT CNAF dengan karyawannya masih diatur 
berdasarkan Peraturan Perusahaan Tahun 2016-2018 yang telah disahkan oleh Direktur 
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan 
Keputusan No. KEP.1545/PHIJSK-PKKAD/PP/XI/2016 tanggal 14 November 2016.

30 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh 
Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT CNS telah memenuhi ketentuan 
yang berlaku di bidang tenaga kerja, antara lain mengenai kepesertaan seluruh karyawan 
PT CNS pada program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
dan BPJS Kesehatan. Selanjutnya, PT CNS wajib memenuhi ketentuan mengenai upah 
minimum provinsi atau upah minimum sektoral provinsi tenaga kerja yang berlaku di masing-
masing wilayah di mana PT CNAF melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan 
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 114 tahun 2019 tanggal 26 Oktober 
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2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019, upah minimum di wilayah DKI Jakarta 
adalah sebesar Rp3.940.973,096 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus 
tujuh puluh tiga koma sembilan puluh enam Rupiah). PT CNS telah memenuhi ketentuan 
mengenai pembayaran upah minimum yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta, di mana upah 
terendah karyawan PT CNS adalah sebesar Rp 3.942.000 (tiga juta sembilan ratus empat 
puluh dua ribu Rupiah).

31 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT CNS belum memenuhi kewajibannya 
terkait Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk tahun periode kepada Suku Dinas Tenaga Kerja. 
Mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan di Perusahaan, PT CNS dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 
3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), apabila tidak 
memenuhi kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan. Berdasarkan konfirmasi PT CNS, saat 
ini PT CNS masih dalam tahap penyusunan Peraturan Perusahaan.

32 Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting oleh Perseroan yang diatur berdasarkan hukum 
Indonesia adalah sah dan mengikat Perseroan. Tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan 
(negative covenant) dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat menghalangi atau 
membatasi secara negatif pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II ataupun membatasi hak dari pemegang saham publik, 
kecuali berdasarkan:

(a) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 
Dengan Tingkat Bunga Tetap antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk., 
berdasarkan Akta No.18 tanggal 22 Oktober 2010, sebagaimana diubah dengan 
Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga 
Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap, berdasarkan Akta No. 26 tanggal 24 
November 2010, seluruhnya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan SH. Notaris 
di Jakarta; 

(b) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap 
II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 05 tanggal 4 November 2013 yang 
dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, sebagaimana 
diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I 
Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 13 tanggal 
12 November 2013 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di 
Jakarta antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk, selaku Wali Amanat; 

(c) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap 
I Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 33 tanggal 30 Agustus 2016 yang 
dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, sebagaimana 
diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi 
Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 25 
tanggal 20 September 2016 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, 
Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk; 

(d) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap 
II Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 01 tanggal 2 Agustus 2017 dibuat 
di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta di antara Perseroan dan 
PT Bank Permata Tbk; 

(e) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap 
III Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 31 tanggal 16 Oktober 2017 dibuat 
di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta di antara Perseroan dan 
PT Bank Permata Tbk;  
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(f) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap 
IV Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 36 tanggal 31 Agustus 2018 dibuat 
di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta di antara Perseroan dan 
PT Bank Permata Tbk; 

(g) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB 
Niaga Tahap I Tahun 2018 No. 23 tanggal 7 September 2018 dibuat dihadapan 
Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta di antara Perseroan dan PT Bank 
Permata Tbk 

(h) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 
2018 No. 19 tanggal 7 September 2018 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., 
M.Kn, Notaris di Jakarta di antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk, 

di mana Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Permata Tbk selaku 
Wali Amanat dalam suratnya kepada Perseroan No. 0133/SK/SS/FI/WB/07/2019 tanggal 12 
Juli 2019 yang menyatakan bahwa proses penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I 
Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 dapat direalisasikan.

33 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan yang penting bagi Perseroan 
telah diasuransikan melalui PT Lippo General Insurance (leader), Tbk, PT Asuransi FPG 
Indonesia (member), PT Sompo Insurance Indonesia (member), PT Asuransi Sinar Mas Tbk 
(member), PT Allianz Utama Indonesia, PT AIG Insurance Indonesia dan PT Asuransi 
Sinarmas Syariah dan dokumen polis asuransi masih berlaku, serta berdasarkan 
keterangan Perseroan, nilai pertanggungan serta jangka waktu penutupan asuransi tersebut 
memadai untuk menutup kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset atau harta 
kekayaan tersebut mengalami kerusakan atau musnah. 

34 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap 
II, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian, berikut perubahan-perubahannya 
dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang 
sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, jika ada, sebagai berikut:

(a) Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan Atas Perusahaan dan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I serta Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 No. 
136/PPJP/PEF-DIR/IX/2018 tanggal 3 September 2018 oleh dan antara Perseroan 
dengan Pefindo; 

(b) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI antara Perseroan dan PT 
Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-027/SKK/KSEI/2019 tanggal 1 Agustus 
2019; 

(c) Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga 
Tahap II Tahun 2019 No. 05 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ashoya 
Ratam SH., M.Kn, Notaris di Jakarta;  

(d) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB 
Niaga Tahap II Tahun 2019 No. 03 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan 
Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Bank 
Permata Tbk, selaku Wali Amanat (”Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk 
Mudharabah I Tahap II”); 

(e) Akad Mudharabah Dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I 
PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap II Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019; 

(f) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB 
Niaga Tahap II Tahun 2019 No. 04 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan 
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Ashoya Ratam Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT CGS-ClMB Sekuritas 
Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas; dan 

(g) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB 
Niaga Tahap II Tahun 2019 No. 06 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan 
Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Jakarta; 

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga 
Tahap II Tahun 2019 telah memperoleh hasil pemeringkatan Pefindo sesuai dengan 
suratnya No. RTG-086/PEF-DIR/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 dengan hasil pemeringkatan 
untuk periode 6 September 2018 sampai dengan 1 September 2019 adalah idAAA(sy) (Triple 
A Syariah). 

Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan I Tahap I di mana Perseroan sebagai pihak di dalamnya akan dilakukan sesuai 
dengan ketentuan POJK 36/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum 
yang berlaku, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya. 

35 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh 
Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT CGS-CIMB Sekuritas 
Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, sebagai 
Penjamin Emisi Obligasi serta PT Bank Permata, Tbk, sebagai Wali Amanat bukan 
merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

36 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh 
Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sampai dengan tanggal Pendapat 
Hukum, Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat sebagaimana 
diprasyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan 
Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten. 

37 Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II ini dilakukan 
sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku dan dilaksanakan sebagai 
bagian dari upaya untuk memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

38 Bahwa akad yang akan digunakan Perseroan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan 
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II adalah akad Mudharabah, di mana berdasarkan 
opini tanggal 30 Juli 2019 dari Tim Ahli Syariah Perseroan menetapkan bahwa perjanjian 
dan akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan I Tahap II ini tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – 
Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dan hukum syariah secara umum.

39 Ketentuan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II 
sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Tahap II 
memuat syarat-syarat dan ketentuan, antara lain, sebagai berikut:

(a) Sukuk diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk sebagai bukti hutang 
yang diterbitkan oleh Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan 
Pemegang Sukuk pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk oleh 
Perseroan kepada KSEI, yang selanjutnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI; 

(b) Sukuk tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta 
kekayaan Perseroan baik barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak 
yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan Pemegang 
Sukuk sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata; 
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(c) Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak 
kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari kecuali 
hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan 
Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari; 

(d) Penggunaan, perubahan dan penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum 
Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan melaporkan realisasi 
penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut secara berkala setiap enam 
bulan oleh Perseroan kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK 30/2015 
dan melaporkan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai POJK 36/2014; 

(e) Penunjukan, tugas, hak dan kewajiban, pernyataan serta berhentinya Wali Amanat; 

(f) Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban serta kelalaian Perseroan 
sebagai Emiten; dan 

(g) Syarat-syarat dan ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) 
dan hak-hak Pemegang Sukuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II. 

40 Berdasarkan Surat Edaran No. 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan 
Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti (“SEOJK 27”), Perseroan wajib menyampaikan 
laporan untuk setiap penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru kepada OJK yang 
terdiri dari (a) Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru; dan 
(b) Laporan Realisasi Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru. Perseroan telah 
menyampaikan Laporan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan I Tahap I sesuai dengan SEBI No. 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 
perihal Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru yang telah dicabut dan beberapa kali diubah 
terakhir dengan SEOJK 27, melalui surat No. 004/PD/UUS/I/2018 tanggal 9 Januari 2018. 
Rencana penerbitan produk Sukuk Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan 
perbankan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat penegasan dari Otoritas Jasa 
Keuangan No. SR-3/PB.132/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang menyatakan bahwa pada 
OJK telah mencatat dalam administrasi pengawasan perbankan OJK dan Perseroan dapat 
melanjutkan dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang terkait 
dengan kegiatan penghimpunan dana melalui Pasar Modal. Perseroan telah menyampaikan 
surat Pengajuan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Tahap II No. 022/PD/UUS/V/2019 
tanggal 28 Mei 2019, dan atas surat tersebut, berdasarkan konfirmasi Perseroan, OJK 
memberikan tanggapan secara lisan bahwa Surat Penegasan Tahap I Tahun 2018 juga 
mencakup Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II 
Tahun 2019 ini.

41 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh 
Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing anggota Direksi 
Perseroan tidak sedang tersangkut perkara perdata dan/atau perselisihan perdata atau 
pidana di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, atau kepailitan di 
Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung atau arbitrase di Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia maupun badan arbitrase luar negeri atau perpajakan di Pengadilan Pajak atau 
administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pemerintah Republik Indonesia atau 
perburuhan mengenai hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja pada 
Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat mempengaruhi secara material terhadap 
status, kedudukan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

42 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh 
Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing anggota Dewan 
Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut perkara perdata dan/atau perselisihan 
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perdata atau pidana di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, atau 
kepailitan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung atau arbitrase di Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia maupun badan arbitrase luar negeri atau perpajakan di Pengadilan 
Pajak atau administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pemerintah Republik 
Indonesia atau perburuhan mengenai hubungan industrial maupun pemutusan hubungan 
kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat mempengaruhi secara material 
terhadap status, kedudukan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

43 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh 
Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan merupakan pihak dalam 
beberapa perkara perdata di beberapa pengadilan negeri, sebagaimana dijelaskan dalam 
Informasi Tambahan LHUT PUB Sukuk I Tahap II, namun perkara perdata tersebut tidak 
berpengaruh secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan apabila 
perkara tersebut diputuskan untuk menghukum Perseroan agar membayar ganti-rugi.

44 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh 
Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat 
dalam perkara di Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak 
sedang diajukan pailit pada Pengadilan Niaga dan tidak terdaftar dalam daftar perkara pada 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berpengaruh secara material terhadap 
kelangsungan kegiatan usaha Perseroan apabila perkara tersebut diputuskan untuk 
menghukum Perseroan agar membayar ganti-rugi. 

45 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh 
Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT CNAF sebagai Anak 
Perusahaan Perseroan merupakan pihak dalam beberapa perkara perdata, sebagaimana 
dijelaskan dalam Informasi Tambahan LHUT PUB Sukuk I Tahap II, namun perkara perdata 
tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha masing-
masing PT CNAF apabila perkara tersebut diputuskan untuk menghukum masing-masing 
PT CNAF agar membayar ganti-rugi.

46 Berdasarkan konfirmasi yang diberikan oleh PT CNS, PT CNS sebagai Anak Perusahaan 
Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara apa pun.

47 Uraian mengenai aspek hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum 
Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, sepanjang menyangkut aspek 
anggaran dasar dan perubahannya, permodalan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan, perijinan, aset-aset penting berupa tanah, perjanjian pembiayaan di mana 
Perseroan bertindak sebagai debitur, perjanjian-perjanjian lain yang material, 
ketenagakerjaan, asuransi dan litigasi telah sesuai dengan hasil pemeriksaan Uji Tuntas 
kami.
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Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

(a) Bahwa tanda tangan dan tanggal yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau 
diperlihatkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan atau pihak ketiga kepada kami adalah 
benar dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah 
otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi 
atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan 

(b) Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan 
keterangan-keterangan, tanggal-tanggal serta penegasan-penegasan yang diberikan atau 
diperlihatkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami adalah 
benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak 
mengalami perubahan material sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dan Informasi 
Tambahan LHUT PUB Sukuk I Tahap II.  

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum 
yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan 
pribadi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung 
jawab atas isi dari Pendapat Hukum ini.

Hormat kami

Widyawan & Partners

Nama : Yolanda Hutapea 
STTD : No. STTD.KH-123/PM.2/2018 

Tembusan:
Yth.  Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  

Qq. Hoesen- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
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PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia

Tel. : (021) 2505252, 2505353 
Fax. : (021) 2505205 

 email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id
www.cimbniaga.com

JADWAL
Tanggal Efektif : 8 November 2018 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 21 Agustus 2019
Masa Penawaran Umum : 14 – 16 Agustus 2019 Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik : 21 Agustus 2019
Tanggal Penjatahan : 19 Agustus 2019 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 22 Agustus 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA 
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA 
INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Kantor Pusat

Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (021) 2505252, 2505353 
Faksimili: (021) 2505205 

www.cimbniaga.com
 email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Kantor Jaringan
134 Kantor Cabang Domestik, 259 Kantor Cabang Pembantu, 38 Kantor Kas 

(termasuk 27 Digital Lounge), 
11 Payment Point, 24 Kantor Cabang Syariah, 

3 Kantor Kas Syariah,  dan 
4.497 Jaringan ATM termasuk ATM Syariah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA

DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2018 
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2019 

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai 
bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut : 

Seri A	 :	 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp635.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi 
Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,75% (tujuh belas 
koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka 
waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan 
secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 31 Agustus 2020.

Seri B	 :	 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp936.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan 
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 19,75% (sembilan 
belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. 
Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet 
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Agustus 2022.

Seri C	 :	 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan 
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 20,63% (dua puluh 
koma enam tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka 
waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) 
sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Agustus 2024.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan 
tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 21 November 2019 sedangkan 
pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah. 

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN 
BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DITUJUKAN SEBAGAI 
PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAPAT 
DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN 
DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. 

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI 
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) :

idAAA (sy) (Triple A Syariah)
KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH

PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA PT DANAREKSA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk.

Pencatatan atas Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM 
MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. 

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN 
UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2019      
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